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ABSTRAK 

Keterangan saksi sangat diperlukan untuk mendukung proses persidangan 

dalam hal pembuktian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Menurut 

Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia 

alami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana Islam juga mensyaratkan seorang 

saksinya dapat melihat dan berbicara. Namun terdapat problematika bagi seorang 

yang mengalami disabilitas sensorik, karena dia memiliki keterbatasan dalam 

salah satu fungsi dari panca indera. Pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana dengan seorang saksi penyandang disabilitas sensorik yang 

tidak mampu memenuhi salah satu syarat tersebut dapat diterima kesaksiannya 

dalam persidangan dan bagaimana kedudukan beserta kekuatan pembuktiannya 

dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia, 

sehingga dituangkan menjadi judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI 

PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana 

Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia).” 

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (library research) dengan 

pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang berfokus pada 

kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dengan dasar teori 

pembuktian dan teori unus testis nulus testis. Teori unus testis nulus testis 

mempunyai kegunaan yaitu untuk mencari bukti-bukti lainnya yang ada kaitannya 

dengan perkara yang sedang berlangsung. Sementara teori yang digunakan untuk 

mengkaji masalah menggunakan teori pembuktian sebagai tolak ukur untuk 

menganilisis dalam perspektif hukum Islam. 

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam dan 

Hukum Acara Pidana terdapat pesamaan yaitu keduanya menjelaskan secara jelas 

bahwa pembuktian dari saksi penyandang disabilitas sensorik bisa dengan tulisan 

maupun bahasa isyarat, meskipun dalam Hukum Acara Pidana Islam terdapat 

beberapa perbedaan mengenai kedua pembuktian tersebut, namun mayoritas 

ulama membolehkan memakai kedua cara pembuktian tersebut karena keduanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti berbicara. Namun terdapat sedikit 

perbedaan didalam kedudukannya, menurut Hukum Acara Pidana Islam 

kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik hanya sebagai alat bukti 

keterangan saksi, sedangkan dalam hukum acara pidana ada dua yaitu sebagai alat 

bukti keterangan saksi dan petunjuk. 

 

Kata kunci: Saksi, Disabilitas sensorik, Hukum Acara Pidana 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh k dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دَةُُ  Ditulis Muta’addidah مُتعَدَ ِّ

ة ُ دَّ  Ditulis ‘Iddah عِّ
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C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila Tā Marbūṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

كْمَة ُ  Ditulis Ḥikmah حِّ

زْيةَ ُ  Ditulis Jizyah جِّ

2. Bila Tā Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

الأوَلِّيَاءُُِّكَرَامَةُُ  Ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

 

3. Bila Tā Marbūṭah hidup dengan Ḥarakat Fatḥah, kasrah dan Ḍammah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-Fiṭr زَكَاةُُالفِّطْرُِّ

 

D. Vokal Pendek 

 Fatḥah Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 Ḍammah Ditulis U ـُ
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E. Vokal Panjang 

1 

Fatḥah+Alif 

لِّيَّة ُ  جَاهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2 

Fatḥah+ Ya’ mati 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

Kasrah+ Ya’ Mati 

يْم ُ  كَرِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 

Ḍammah+ Wawu mati 

 فرُُوْضُ 

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fatḥah+ya’ mati 

 بَيْنكَمُُْ

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 

Fatḥah+ Wawu mati 

 قَوْل ُ

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

 Ditulis A’antum أأَنْتمُُْ 1
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 Ditulis La’in Syakartum لَئِّنُْشَكَرْتمُُْ 2

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan Al. 

 Ditulis al-Qur’ān ألَْقرُْآنُُ

 Ditulis al-Qiyās الْقِّياسَُُ

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā السَّمَاءُُ

 Ditulis as-Syams الشَّمْسُُ

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 
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 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذوَِيْ الفرُُوْضِ 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهَْلُ السنَُّةِ 

 

K. Pengecualian  

        Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 

 

  



xiii 
 

KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

ِ نَحْمَدهُُ وَنَسْتعَِيْنهُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنَعوُذُ باِللهِ مِنْ شرُُوْرِ أنَْفُسِناَ وَمِنْ سَيِِّئاَتِ أعَْمَالِنَا، مَنْ  إنَّ الْحَمْدَ لِِلََّ

يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يضُْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لهَُ, أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدهَُ لاَشَرِ يْكَ لَهُ، 

داً عَبْدهُُ وَرَسوُْلهُُ  وَ عَلى الَهِ وَ صَحْبِهِ اجَْمَ عِيْنَ .  وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah 

swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayat, 

dan kekuatan kepada kita semua sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas 

akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang 

Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.  

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan 

bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penyusun 

ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN 

DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK 

(Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia)”. 

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada 

bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang mempunyai 

kedudukan sama seperti manusia lain dimuka bumi, baik yang lahir dalam 

keadaan sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Perbedaan itu tidak boleh 

menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabatnya sebagai manusia.  Hak asasi 

manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan 

langgeng, dihormati, dipertahankan dan dilindungi oleh negara Indonesia 

sehingga perlindungan hak asasi manusia khususnya para penyandang disabilitas 

dapat terus berkembang dan maju. Dalam Hal ini telah diatur dalam Pasal 27 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa setiap 

warga Negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

Dalam undang-undang lainnya juga diatur didalam pasal 5 Undang –Undang 

nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa 

penyandang disabilitas berhak memperoleh pelakuan lebih atau khusus berkenaan 

dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas. Persamaan bagi 

penyandang disabilitas di depan hukum ditegaskan pula pada pasal 12 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention On The Rights Of 

Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 

Menurut Waryono AG, istilah disabilitas ini digunakan berdasarkan 

realitas bahwa setiap manusia diciptakan secara berbeda sehingga yang ada 

sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan yakni perbedaan dalam hal kemampuan. 
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Sebab, kaum disabilitas dalam kenyataannya juga mampu melakukan apa yang 

biasa kita lakukan, hanya saja kemampuan itu berbeda dan juga berbeda dalam 

cara melakukan sesuatu.1 Mengenai hal ini, Allah SWT telah berfirman 

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:  

ِ اتَقْٰىكُمْ ۗيٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْنٰكُمْ مِِّ  قبَاَۤىِٕلَ لِتعَاَرَفُوْا ۚ انَِّ اكَْرَمَكمُْ عِنْدَ اللَّه انُْثٰى وَجَعلَْنٰكُمْ شعُوُْباً وَّ انَِّ نْ ذكََرٍ وَّ  

َ عَلِيْمٌ خَبيِْر2  اللَّه

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai proses awal terjadinya manusia 

yang diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan kemudian lahir pasangan-

pasangan baru, dari proses yang seragam tersebut merupakan bukti bahwa semua 

manusia itu sama dan memiliki kedudukan yang sama. Namun kenyataannya, 

penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan 

termajinalkan dalam kehidupan sosial, padahal mereka sama-sama hidup dalam 

negara yang sama, seharusnya mereka juga memperoleh keadilan yang sama 

seperti masyarakat non disabilitas. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl 

ayat 90:3 

حْسَانِ وَايِْتاَۤئِ ذِى الْقرُْبٰى وَيَ  َ يأَمُْرُ باِلْعَدلِْ وَالْاِ  وْنَ علََّكُمْ تذَكََّرُ لَ مُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكمُْ فحَْشَاۤءِ وَالْ عَنِ الْ  نْهٰىانَِّ اللَّه

Ringkasan mengenai ayat adalah betapa pentingnya berlaku adil kepada 

seluruh umat manusia khususnya dalam kehidupan sosial dengan tidak 

memandang adat, suku, budaya dan juga tidak memandang kekurangan fisik 

seperti penyandang disabilitas. Karena seseorang penyandang disabilitas juga 

                                                             
1 Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an,” http://nujogja.blogspot.com, akses 23 

Februari 2021. 

 
2 QS. Al Hujurat (49): 13. 

 
3 QS. An-Nahl (16): 90. 

http://nujogja.blogspot.com/
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mempunyai hak-hak yang sama seperti manusia lainnya, begitupun dalam hukum. 

Dengan adanya kesetaraan dimata hukum dan sosial diharapkan para penyandang 

disabilitas tidak merasa termajinalkan.  

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Disabilitas menjelaskan bahwa 

perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan 

secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang 

disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan 

adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang salah satunya 

hak kesetaraan dihadapan hukum, baik dia menjadi korban, tersangka maupun 

saksi 

Keterangan saksi sangat diperlukan untuk mendukung proses persidangan, 

membongkar suatu permasalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Saksi 

dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat 

atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 ayat 26 

KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.4 

Bagi seorang penyandang disabilitas sensorik, ia memiliki keterbatasan 

dalam salah satu fungsi dari panca indera seperti tak mampu mendengar, 

berbicara, dan melihat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 26 

KUHAP bahwasanya seorang saksi adalah orang yang dapat mendengar, melihat 

dan berbicara, maka bagaimana dengan seorang saksi yang memiliki kekurangan 

                                                             
4 Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 179. 
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yang tidak mampu memenuhi salah satu syarat menjadi saksi seperti seorang 

penyandang disabilitas sensorik. 

Islam dalam mengatur hukum pidananya sangat berhati-hati dalam 

menjatuhkan sebuah perkara pidana. Hal tersebut terlihat dari salah satu alat bukti 

pembuktian yaitu kesaksian, yang didalamnya memiliki beberapa persyaratan 

untuk bisa menjadi seorang saksi diantaranya dapat berbicara. Dalam Hukum 

Acara Pidana Islam, kesaksian yang diberikan oleh penyandang disabilitas 

sensorik salah satunya tunawicara tidaklah masuk ke dalam persyaratan 

pemberian kesaksian. 

Bagaimana Hukum Acara Pidana Islam memandang penyandang 

disabilitas sensorik yang bisa menggunakan bahasa isyaratnya atau dengan tulisan 

untuk menjelaskan kesaksiannya dihadapan hukum?. Apakah kesaksiannya juga 

tidak dapat diterima atau bisa diterima oleh hakim?. Persoalan ini penting 

dikarenakan apabila seorang penyandang disabilitas secara mutlak kesaksiannya 

tidak dapat diterima, maka akan ada ketidak adilan dalam Hukum Acara Pidana 

Islam. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan 

hukum. 

Alasan penyusun memilih saksi penyandang disabilitas sensorik 

dikarenakan banyaknya para penyandang disabilitas yang sering kali dipandang 

sebelah mata oleh masyarakat yang disebabkan oleh kekurangannya sehingga 

dalam hal ini perlu adanya pembahasan bahwa penyandang disabilitas juga 

memiliki hak-hak yang sama dimata hukum baik dalam Hukum Acara Pidana 

Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sedangkan alasan penyusun 
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memilih Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Indonesia karena 

hukum yang berlaku di Indonesia mayoritas ada yang dari undang-undang dan 

juga ada dari hukum Islam.  

Menjadi fokus utama penelitian ini jika melihat persyaratan saksi 

bahwasannya harus bisa mendengar, melihat dan berbicara baik dalam Hukum 

Acara Pidana di Indonesia maupun di dalam Hukum Acara Pidana Islam, apakah 

seorang saksi yang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dapat tetap menjadi 

saksi?, serta bagaimana kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik didalam 

pandangan kedua hukum tersebut dan bagaimana kekuatan pembuktiannya?. Oleh 

karena itu, penyusun tertarik untuk membahas hal tersebut dan penyusun 

mengambil judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG 

DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum 

Acara Pidana di Indonesia)”  

B. Rumusan Masalah  

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum 

Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh penyandang 

disabilitas sensorik dalam kesaksiannya menurut Hukum Acara Pidana Islam 

dan Hukum Acara Pidana di Indonesia? 



6 
 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana kedudukan saksi 

penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia 

dan Hukum Acara Pidana Islam. 

b. Untuk mengetahui apakah kesaksian yang dikemukakan saksi penyandang 

disabilias sensorik kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi non-

disabilitas.  

2. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi 

bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi 

referensi yang berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat 

luar khususnya tentang kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam 

Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi, kajian pustaka sangatlah penting untuk menambah 

wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk 
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membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Sebelum penulis 

melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas.  

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya 

ilmiah berupa artikel, jurnal, skripsi, dan buku. Ada beberapa yang memiliki 

kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, 

penulis ingin mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

Pertama, jurnal dari RR. Putri A. Priamsari yang ditulis pada bulan april 

tahun 2019 yang berjudul “Hukum yang berkeadilan bagi penyandang 

disabilitas.” Dalam jurnal ini membahas hukum berkeadilan bagi para 

penyandang disabilitas yang ada di Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai 

saksi, korban maupun pelaku tindak pidana dan juga didalamnya membahas 

mengenai UU disabilitas 2016 yang dimana Undang-Undang Penyandang 

Disabilitas 2016 telah sah diberlakukan sejak diundangkan dua tahun silam, meski 

belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). 

Ketiadaan aturan pelaksana atas UU Disabilitas menimbulkan dampak tidak 

terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat 

ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal demi pasal UU 

Disabilitas, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk 

membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-

hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan 
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pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang disabilitas dan para pihak 

pendukung disabilitas.5  

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Anggraini yang ditulis pada tahun 

2017 dengan judul “Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam 

Proses Penyidikan Oleh Polda Sumatera Selatan” dalam skripsi ini berisi tentang 

keterangan saksi tunarungu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polda 

sumatera selatan, yang dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya 

nilai kekuatan saksi disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan polda sumatera 

selatan sama kuatnya seperti keterangan saksi normal lainnya, begitupun beberapa 

faktor kendala didalamnya seperti aparat penegak hukum tidak semuanya 

mengerti apa yang mereka sampaikan dan belum ada aturan yang jelas mengenai 

penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas 

tunarungu sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti.6 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Arbanur Rasyid yang ditulis pada tahun 

2020 dengan judul “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal ini 

membahas tentang kesaksian dalam hukum islam, dan beberapa dalil yang 

membuktikan kesaksian. Hukum Islam memiliki kekhususan mengenai kesaksian, 

yang mana dalam hukum Islam mensyarakat seorang saksi harus bersifat adil 

berbeda dengan hukum positif yang tidak mensyaratkan adil terhadap para saksi. 

                                                             
5 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” 

Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 2, (April 2019), hlm 215-223. 

 
6 Fitri Anggraini, “Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses 

Penyidikan Oleh Polda Sumatera Selatan,” Skripsi Universitas Muhammadiyyah Palembang ( 

2017) 
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Dalam hukum Islam memberikan kesaksian dengan adil atau benar adalah suatu 

kewajiban bagi setiap kaum muslim yang dibutuhkan untuk mengemukakan suatu 

peristiwa hukum guna menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman.7 

Keempat, skripsi oleh Lutfi Rizky Rivai yang ditulis pada tahun 2018 

dengan judul “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam skripsi ini menjelaskan 

mengenai kedudukan saksi ahli dalam hukum positif dan hukum islam. Dalam 

hukum positif, kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana adalah 

merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di 

dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan 

saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan alat bukti yang tidak bisa 

diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang 

melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan 

didalamnya.8 

Kelima, skripsi oleh Marwa R, yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul 

“Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam”, dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang kedudukan saksi dari kedua hukum tersebut beserta kekuatan 

hukumnya. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah 

dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnya keterangan 

                                                             
7 Arbanur Rasyid, Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 6:1 (Januari-Juni 

2020) , hlm. 40.  

 
8 Lutfi Rizky Rivai, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut 

Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ( 

2018).  
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saksi yang disampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi 

mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum 

memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. 

Kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga hakim bebas untuk menilai 

keterangan yang disampaikan para saksi untuk mengungkap pokok-pokok 

permasalahan yang sebenar-benarnya dengan partimbangan yang cukup. 

Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (syahadah) yakni 

orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami 

dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan 

memenuhi segala syarat merupakan keharusan. memberi kesaksian hukumnya 

Fardhu ain‟ seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan 

tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui.9 

Berdasarkan literatur diatas, penulis memfokuskan perhatian kepada 

penyandang disabilitas sensorik dihadapan hukum kemudian menjelaskan tentang 

kedudukan dan kekuatan saksi penyandang disabilitas sensorik yang kemudian 

dikomparasikan antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana 

Di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Pembuktian 

Sistem pembuktian adalah sistem pembuktian yang menggunakan keyakinan 

hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Teori 

                                                             
9 Marwa R, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam”, Skripsi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) 
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ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut 

logika yang tepat dan memberikan keluasan kepada hakim secara bebas untuk 

menggunakan alat bukti yang lain.10 

Dalam islam pembuktian biasa disebut dengan al-bayyinah, secara 

etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan yang benar. Secara terminologi Al-bayyinah adalah pembuktian 

suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada 

batas meyakinkan. 11 Ibnu Al-Qayyim memaknai Bayyinah dengan segala  yang 

dapat menjelaskan perkara. Al-bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan yang benar dihadapan majelis hakim baik berupa 

keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh 

majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.12 

Dalam penerapannya, para saksi penyandang disabilitas sensorik dalam 

kesaksiannya tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan seorang ahli khusus 

untuk mendampingi saksi. hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang mereka 

miliki, apalagi jika orang tersebut penyandang tunawicara, mereka sangat 

membutuhkan bantuan penerjemah dalam penyampaiannya agar dapat dipahami 

oleh hakim begitupun dengan penyandang tunarungu dan tunanetra.  

                                                             
10  Andy Faisal, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi, (Medan: USU 

Press, 2010), hlm. 16. 

 
11  Sobhi Mahmassani, Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam, alih bahasa Ahmad Sudjono, 

(Bandung: PT. Alma Arif, 1976), hlm. 239. 

 
12 Abdul Aziz Dahlan,  Ensiklopedia Hukum Islam,  cet. Ke- 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 

1996), hlm. 207 
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Kehadiran seorang ahli atau seorang pendamping yang ditugaskan untuk 

membantu proses penyidikan hingga persidangan akan menjadi penghubung 

antara seorang saksi dengan pihak penyidik. Karena menghadirkan seorang ahli 

sangat diperlukan dalam semua tahap penyelidikan. Tanpa adanya seorang ahli 

dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat menghambat 

proses penyelidikan dan persidangan guna mengungkap suatu tindak pidana. 

2. Teori Satu Saksi Saja Bukanlah Saksi 

Teori selanjutnya adalah teori satu saksi saja bukanlah saksi (Unus Testis Nulus 

Testis). Aturan dalam Unus Testis Nulus Testis bukanlah harus diartikan bahwa 

keterangan dari seorang saksi saja tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama 

sekali, namun pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi 

yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian 

yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat 

bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.  

Menurut Modderman sebagaimana yang telah disebutkan oleh A.Karim 

Nasution bahwa inti sebenarnya dari prinsip satu saksi bukanlah saksi tidak 

terletak pada angka atau jumlah seorang saksi. Karena tidak ada alasan untuk 

mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja kurang dipercaya kejujurannya, 

dibandingkan dengan keterangan dua orang atau lebih saksi. Seorang saksi saja 

tidak diterima dengan alasan bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, 
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kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti 

tidak dapat dilakukan.13  

Secara garis besar teori unus testis nulus testis memandang saksi tidak 

hanya dari jumlah saksi yang ada, melainkan dari kekuatan pembuktiannya. 

Seorang penyandang disbilitas sensorik dapat menjadi saksi lain yang bisa 

diperiksa dalam suatu tindak pidana. Teori unus testis nulus testis juga 

menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi saksi tunggal apabila memiliki 

tambahan alat bukti maupun barang bukti lain untuk mendukung keterangannya. 

Begitupun, penyandang disabilitas sensorik dapat menjadi saksi kunci dalam suatu 

tindak pidana apabila memiliki tambahan alat bukti maupun barang bukti lain dan 

berada dalam kondisi suatu tindak pidana. 

F. Metode Penelitian 

Setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi selalu memakai sebuah 

metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang terpenting dalam 

penulisan skripsi dengan tujuan supaya penulisannya dapat terarah dan jelas 

sesuai alur yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

berbagai metode yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualilatif dengan menggunakan studi 

pustaka (library research) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-

                                                             
13 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di 

Indonesia, (Jakarta: Swadaya, 2011), hlm. 60. 
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literatur mengenai kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam 

Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.14 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, 

dengan bahasan hukum yang berada dalam peraturan perundang-undangan terkait 

dengan kesaksian, doktrin atau teori-teori lainnya yang relevan.  

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah 

melalui pengumpulan, penyususnan, dan dijelaskan kemudian di bandingkan. 

Dalam penelitian ini, penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, 

kemudian memaparkan serta menjelaskan kedudukan saksi penyandang disabilitas 

sensorik kemudian dikomparasikan antara Hukum Acara Pidana Islam dengan 

Hukum Acara Pidana di Indonesia. 

3. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah 

pendekatan normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.15 

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut 

                                                             
14 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm. 1. 

 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003),  hlm. 13. 
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Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.16 Pada penelitian hukum jenis 

ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.  

4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian library research, maka pengumpulan datanya 

dilakukan secara literatur, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber 

yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.17 Dalam skripsi ini penyusun 

menggunakan bahan primer berupa ijtima’ Ulama dan aturan perundang-

undangan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan saksi penyandang 

disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara 

Pidana di Indonesia. 

                                                             
16 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010),  hlm. 35. 

 
17 Ibid, hlm. 140. 
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b. Bahan Sekunder 

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer tersebut.18 bahan sekunder antara lain berupa buku, jurnal, 

dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ensiklopedia dan sebagainya.19 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses perorganisasian dan pengurutan data ke dalam 

pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.20 Adapun analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

analisis data deskriptif komparatif karena metode analisis data deskriptif 

komparatif ini merupakan teknik yang dapat dipakai untuk menjelaskan dan 

membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat menganalisis kejadian 

                                                             
18 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cet. ke- 2, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 67. 

 
19 Amirudin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 32. 

 
20 Lexy J. Moleong, Metodi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010 ), 

hlm. 30 
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tersebut, dan dapat dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian ini 

dilaksanakan. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mengklasifikasikan persoalan-

persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar mempermudah dan memberikan 

gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini. Maka penulis menyusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penilitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang disabilitas sensorik, saksi, teori 

pembuktian dan teori satu saksi bukanlah saksi. 

Bab ketiga, berisi tentang penjelasan mengenai kesaksian penyandang 

disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana 

di Indonesia. Kemudian penulis menguraikan hal-hal yang bersifat umum secara 

terperinci terdiri atas dasar hukum saksi, syarat menjadi saksi, larangan menjadi 

saksi, dan jenis-jenis saksi. 

Bab keempat, Analisis antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum 

Acara Pidana di Indonesia terhadap kedudukan saksi penyandang disabilitas 

sensorik dan kekuatan pembuktiannya. 



18 
 

Bab kelima, Bab ini merupakan bab paling akhir dipenghujung 

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian diakhiri 

dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan 

penelitian ini. 
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  BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan berupa analisis yang telah dilakukan oleh 

penyusun mengenai Kedudukan dan kekuatan pembuktian Saksi Penyandang 

Disabilitas Sensorik Dalam Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana 

di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedua hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa para penyandang 

disabilitas sensorik mempunyai kedudukan dan hak-hak yang sama 

dimata hukum. Dalam Hukum Acara Pidana Islam kedudukan saksi 

penyandang disabilitas sensorik hanya sebagai alat bukti keterangan 

saksi, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ada dua yaitu 

sebagai alat bukti keterangan saksi dan petunjuk. Terdapat beberapa 

pendapat mengenai kedudukan Penyandang disabilitas sensorik dapat 

menjadi saksi dalam Hukum Acara Pidana Islam, menurut ulama 

Syafi’iyah jika ia penyandang disabilitas tunanetra, maka orang itu 

tidak bisa dikategorikan sebagai saksi. Namun ada beberapa pendapat 

ulama Syafi’iyah dalam kesaksian yang dikemukakan oleh penyandang 

disabilitas tunawicara, sebagian Ulama menerima kesaksiannya karena 

kedudukan bahasa isyarat sama dengan ucapan dari orang yang dapat 

berbicara sedangkan ulama Syafi’iyyah yang lain tidak menerima, 

karena kesaksian tunawicara hanya berlaku dalam keadaan darurat. 
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Menurut Imam Malik bin Anas bin Malik jika ia penyandang 

tunawicara dan tunanetra dapat diterima sebagai saksi selama bahasa 

isyaratnya dapat dipahami dan ia yakin dengan apa yang ia dengar. 

Menurut Imam Ahmad penyandang tunawicara tidak dapat diterima 

meskipun bahasa isyaratnya dapat dipahami, kecuali ia dapat menulis 

maka tulisannya dapat menjadi alat bukti dan bagi penyandang 

tunanetra menurut Imam Ahmad membolehkan orang tunanetra 

menjadi saksi jika ia yakin akan suara yang didengarnya. Menurut 

Imam Abu Hanifah tidak menerima saksi tunawicara dan tunanetra.  

2. Kekuatan pembuktian terhadap saksi penyandang disabilitas sensorik 

dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Indonesia 

dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan adalah memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan berbicara, sepanjang saksi tersebut 

mempunyai kualitas menjadi saksi dan didampingi seorang penterjemah 

yang netral. Hal ini dikarenakan melihat dari kualitas dari saksi bukan 

dari keterbatasan fisik saksi dalam memberikan keterangan 

kesaksiannya di dalam persidangan karena keterbatasan fisik bisa 

digunakan penambahan prosedur dalam menjalankan proses peradilan 

pidana. Dalam Hukum Acara Pidana Islam terdapat beberapa perbedaan 

mengenai penggunaan bahasa isyarat dan tulisan, seperti pendapat 

Imam Abu Hanifah yang tidak menerima kesaksian penyandang 

disabilitas tunawicara baik berupa tulisan maupun bahasa isyarat, akan 

tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian penyandang 
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disabilitas sensorik dapat diterima dalam Hukum Acara Pidana Islam 

selama kesaksian dengan bahasa isyarat tersebut selama dapat dipahami 

atau menggunakan tulisan apabila ia dapat menulis. Hal tersebut juga 

tidak lepas dari peran seorang ahli dalam membantu para penyandang 

disabilitas selama proses persidangan, untuk mempermudah interaksi 

antara saksi penyandang disabilitas sensorik dengan hakim atau 

penegak hukum lainnya. 

B. Saran  

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh simpulan dalam skripsi 

ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya para penegak hukum untuk tidak memandang para saksi 

penyandang disabilitas sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan 

orang normal, yang jika hal itu terjadi akan berdampak pada kesetaraan 

dalam hukum. 

2. Hendaknya para penegak hukum untuk mempelajari bahasa-bahasa 

isyarat untuk mempermudah interaksi antara para penegak hukum 

dengan para saksi penyandang disabilitas sensorik untuk memperlancar 

proses persidangan. 
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